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Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Maharani dan Maya yang 

beralamat dan berkantor di Jl. Anggrek Neli Murni Blok B No. 3, 

Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, 11480., Telp. 0811 1683 804, Email: 

maharanidanmaya@gmail.com,. Dalam hal ini sah bertindak baik secara 

bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili kepentingan Pemberi 

Kuasa. Untuk selanjutnya disebut sebagai ---------------------------PEMOHON; 

Terhadap 

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SARMI 

Yang beralamat dan berkantor di Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten 

Sarmi, Papua, 99373. Untuk selanjutnya disebut sebagai ------- TERMOHON; 

Dalam hal ini, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah 

Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU 

Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi 

Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Sarmi yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024 Pukul 

04.00 WIT (Bukti P-5). 

I. PENGANTAR PERMOHONAN

Kabupaten Sarmi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua

dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 28.126 Pemilih dengan

jumlah TPS sebanyak 113 TPS, Dimana dalam pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 diikuti oleh 3 (Tiga) Pasangan
Calon, diantaranya;

1. Domininggus Catue -Jumriati;

2. Yanni - Jemmi Esau Mahan; dan

3. Agus Festus Moar- Mustafa Arnold Muzakkar.
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Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 

merupakan salah satu bagian dari Pemilihan Kepala Daerah Serentak 

yang harus dijaga dan diselamat.kan oleh Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana Prinsip LUBER dan JURDIL, lebih jauh lagi Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia harus mewakili Negara hadir dalam 

menjaga dan melindungi hak konstitusional Warga Negara, khususnya 

Masyarakat Kabupaten Sarmi, mengingat pranata Penyelenggara 
Pemilihan baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan 

Gakumdu dalam keadaan lumpuh serta berpihak kepada salah satu 

Pasangan Calon terten tu; 

Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Domininggus Catue - Jumriati) dalam 

Pilkada Kabupaten Sarmi tahun 2024 diduga menggunakan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarmi untuk 

membiayai kegiatan kampanye, mengingat nama terakhir merupakan 

ketua DPRD Kabupaten Sarmi, sehingga leluasa dalam memberikan Dana 

Pokir Bagi Anggota DPRD, menentukan jumlah dana hibah dan pencairan 
dana APBD di hari tenang pada tanggal 26 November 2024; 

Persekusi dan tindakan kekerasan dirasakan langsung oleh Pasangan 
Calon dan Tim Pemenangan Pemohon, bahkan beberapa diantaranya 

menjadi korban penyerangan secara verbal maupun fisik, baik oleh 

Anggota KPPS maupun oleh Simpatisan Pendukung Paslon 01. Bahkan 

dibeberapa TPS, Saksi mandat Pemohon tidak diberikan kesempatan 

untuk menyampaikan keberatan dan diperlakukan diskriminatif, dengan 

tidak diberikan form keberatan dan/atau C Hasil salinan, Saksi Pemohon 

juga tidak diberikan Akses untuk sekedar melihat daftar hadir yang ada 

di TPS dan/ a tau mencocokan KTP dengan Surat Pemberitahuan yang 

dibawa oleh Pemilih di TPS tersebut; 

Setiap laporan dan aduan yang diajukan kepada Bawaslu tidak segera 

diproses dan ditindak lanjuti dengan cepat bahkan cenderung diabaikan, 

hal ikhwal ini diduga disebabkan karena ternyata Suami dari Jumriati 
Calon Wakil Bupati dari Paslon 01, merupakan mantan Ketua Gakumdu 

Kabupaten Sarmi tahun 2024; 

Kalau sudah seperti ini, tentu bukan lagi ciri dari pemilihan yang 

demokratis, jujur dan adil, mengingat sudah tidak bisa dibedakan mana 

format dan substansi atau cangkang dan isi, apalagi berharap 

penyelenggara bersikap secara proporsional terhadap semua Pasion. Oleh 

karena itu, Kami berharap sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi 

untuk hadir dan melindungi hak konstitusional Warga dan Pasangan 

Calon pada Pilkada Kabupaten Sarmi sebagaimana ide tentang 

kesetaraan dan persamaan kedudukan dimata hukum. 
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II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Un<;l-ang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(selanjutnya disebut "UU 10/2016"), berbunyi;

«Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhi.r hasil 

Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampaz 
dibentuknya badan peradilan khusus." 

2. Bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang
berdasarkan hukum dan harus terus-menerus ditegakkan dengan
menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi. Hal
ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya
terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan
perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat

memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan
pada keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan norma Pasal 22E ayat

(1) UUD 1945 yang menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran
Pemilihan yang lebih bersifat materiil, jujur dan adil yang
dikehendaki, bukan sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan
sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi
atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum Pilkada;

3. Bahwa Pilkada didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan keadilan,
dimana antara Pemilih dan Calon yang akan dipilih tidak terikat pada

praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan
tindakkan yang mencederai kejujuran dan keadilan dalam Pilkada,
sehingga bermuara pada rusaknya integritas pemilihan. Mengutip
pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pendapat berbeda
(dissenting opinion) dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,
pada halaman 1016 paragraf [6.2], yang mengatakan bahwa:

"[6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk 

mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah 

ditegaskan dalam Putusan a quo dan telah dipraktikkan serta menjadi 

pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak hanya memutus 

terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah 

dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka 

Permohonan PHPKada (Yanni - Jemmi) I 4





5. Bahwa selain Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Kabupaten Sarmi tahun 2024,

permohonan ini juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang

telah mencederai demokrasi yang mempengaruhi hasil penghitungan

dan perolehan suara secara terstruktur, sistematis dan masif;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pemohon,

Mahkamah Konstitusi betwenang memeriksa dan mengadili perkara

Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 dan pelanggaran

pelanggaran yang mempengaruhi hasil penghitungan dan perolehan

suara secara terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi selama

proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata

Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 3/2024") yang pada

pokoknya menyatakan "Pennohonan hanya dapat diajukan dalam

jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU

Kabupaten Sanni. ";

2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor: 199 Tahun 2024

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, ditetapkan

pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 04.00 WIT. Apabila dihitung 3

(tiga) hari kerja sejak penetapan tersebut, maka dengan demikian

batas akhir pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah

jatuh pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024;

3. Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon pada hari Senin tanggal 09

Desember 2024, dengan demikian permohohan a quo masih dalam

tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon

diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

pengajuan pennohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan.
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IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 3/2024 telah diatur

mengenai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, yang

berbunyi:

"Pemohon da1arn perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: 

a. Pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur;

b. Pasangan calon Bupati. dan Wakil Bupati;

c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan

calon.

2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua sebagaimana Keputusan

KPU Nomor: 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024 juncto

Keputusan KPU Nomor: 86 Tahun 2024 Tentang Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi

Tahun 2024;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c dan d atau Pasal

158 ayat (2) huruf a, b, c dan d UU 10/2016, Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota

dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

Batas Selisih Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

No Jumlah Penduduk Batas Selisih Suara 

1. � 250.000 2% 

2. > 250.000 - 500.000 1,5% 

3. > 500.000 - 1.000.000 1% 

4. > 1.000.000 0,5% 

4. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Sarmi tahun 2024, dimana penduduk Kabupen Sarmi

berjumlah ± 44.200 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut,

maka syarat ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon

dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, paling banyak

sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan

suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarmi;
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5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang

ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarmi adalah sebesar 21.676 Suara,

sehingga perbe<;iaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU

10/2016 antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara

terbanyak adalah paling banyak 2 %x 21.676 Suara (total suara sah)=

433 Suara;

6. Bahwa meskipun demikian, dalam beberapa Putusan Mahkamah

sebelumnya, Mahkamah dapat menyimpangi pemberlakuan

ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 apabila terdapat

kejadian yang mempengaruhi perolehan suara [diantaranya vide

Putusan MK No. 2/PHP.KOT-XVl/2018 tanggal 9 Agustus 2018,

Putusan MK No. 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan MK No.

101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, Putusan MK No.

132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, Putusan MK No.

135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021, Putusan MK No.

145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021]. Bahkan, dalam

penyelesaian sengketa mengenai perselisihan hasil pemilihan

Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158

UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok

permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat

formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU

10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan

[antara lain vide Putusan MK No. 39 /PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18

Maret 2021, Putusan MK No. 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18

Maret 2021, Putusan MK No. 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18

Maret 2021, Putusan MK No. 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18

Maret 2021, Putusan MK No. 97 /PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19

Maret 2021, Putusan MK No. 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19

Maret 2021 dan Putusan MK No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22

Maret 2021]. Dengan demikian, terdapat alasan bagi Mahkamah

untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap

permohonan a quo;

7. Bahwa selain Yurisprudensi terkait Mahkamah yang menunda 

dan/ a tau menyimpangi pemberlakuan ketentuan "am bang batas" 

Pasal 158 UU 10/2016 dalam memeriksa mengadili dan memutus 

perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana 

yang telah Pemohon uraikan di atas, terdapat pula beberapa 

Yurisprudensi lainnya yang menjadi rujukan Pemohon dalam 

mengajukan permohonan a quo, diantaranya sebagai berikut: 
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- Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021,

dalam perkara PHPKada Kabupaten Bandung tahun 2020. Dimana,

dalam pertimbangan hukumnya p�da halaman 156, Mahkamah

berpendapat bahwa:

"4. bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 

158 VU 10/ 2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

14/ PHP.BUP-XV/ 2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 

bertanggal 3 April 201 7, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26April 2017, Mahkamah dapat 

menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/ 2016 sepanjang 

memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam 
putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan 

mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/ 2016 

secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]." 

- Putusan Nomor 97 /PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021,

dalam perkara PHPKada Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Dimana,

dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 137 - 138,

Mahkamah berpendapat bahwa:

"[3.8.2] Bahwajumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon 

dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling 

banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, atau 2% dari 90. 948 suara, 

atau sejumlah 1. 819 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan 

suara Pemohon adalah 43. 067 suara, sedangkan perolehan suara 

Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 

4 7. 881 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan 

Pihak Terkait adalah 4.814 suara (5,29%). Dengan demikian selisih 

perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu 

Pasangan Calon Nomor Urut 1, melebihi, persentase sebagaimana 

dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) hurnf a VU 10/2016. 

[3.8.3} Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan 

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon 

mendalilkan yang pada pokoknya hal demikian dipengaruhi. oleh 

terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/ atau 

rekapitulasi suara bernpa pengubahan hasil perolehan suara 

masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek, serta adanya 
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sabotase logistik pemungutan suara (kotak suara) untuk 29 TPS di 

Distrik Apalapsili. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon 

mengaju.kan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-19. 

[3. 8. 6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai 

pelanggaran pemilihan di atas yang terkait dengan keterpenuhan 

ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah 

menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan 

syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga Mahkamah 

sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1}, secara 

kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 

158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang 

kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap 

selanjutnya." 

8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan

Calon Nomor Urut 1, disebabkan oleh adanya pelanggaran

pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang merusak

sendi-sendi demokrasi dan mendeligitimasi hasil perolehan suara

pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun

2024, sehingga beralasan menurut hukum apabila Mahkamah

menunda dan/ atau mengesampingkan pemberlakuan ketentuan

yang dipersyaratkan di dalam Pasal 158 UU 10/2016. Adapun

mengenai pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan

Masif yang merusak sendi-sendi demokrasi dan mendeligitimasi hasil

perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Sarmi tahun 2024 tersebut, akan kami uraikan secara lengkap dalam

pokok Permohonan ini;

9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon

mememiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan

Pembatalan Objek Perselisihan Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024.

Pokok Permohonan . . .
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V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 berdasarkan

rekapitulasi ditingkat Kabupaten sebagai berikut (vide Bukti P-6

"D.Hasil Kabupaten", Bukti P-7 "D.Hasil Kecamatan"):

Hasil Perolehan Suara Pada Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024 

No Nam.a Pasangan Calon Perolehan Suara 

1 

2 

3 

Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes dan Jumriati, SH 13.521 

Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Mahan 6.802 

Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold 
1.353 

Muzakkar, S.E. 

2. Bahwa Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan

selisih sebanyak 6.719 suara antara Pemohon dengan Paslon 01

(Dominggus Catue dan Jumriati), selisih tersebut dikarenakan

Pemilihan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku, serta banyaknya pelanggaran yang terjadi

pada Pilkada Kabupaten Sarmi, baik itu pelanggaran yang dilakukan

oleh Termohon maupun oleh Paslon 0 1 (Dominggus Catue dan

Jumriati) yang telah melanggar prinsip Langsung, Umum, Bebas,

Jujur dan Adil sebagaimana Konstitusi dan Peraturan Perundang
undangan yang berlaku;

3. Bahwa dalam rangka mengembalikan hak konstitusional warga

negara dan memulihkan kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan

tidak hadirnya Pemerintah (Penyelenggara Pemilihan, baik itu

Termohon maupun Bawaslu) serta Aparat Penegak Hukum Pemilu

(GAKUMDU) pada Pilkada Kabupaten Sarmi, maka mohon kiranya

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan beberapa

pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Sarmi Tahun 2024 yang mempengaruhi hasil perolehan suara. sebagai

berikut:

a. Terjadinya perlakuan yang diskriminatif (Pendukung Paslon 02

tidak mendapatkan surat pemberitahuan, Saksi Mandat Paslon 02

ditolak KPPS karena ada beberapa Saksi yang berasal dari luar

daerah Kabupaten Sarmi), kecurangan (tidak boleh melihat daftar

hadir, tidak diberikan form keberatan, adanya pemilih ganda dan

mobilisasi pemilih tidak terdaftar), ancaman dan intimidasi

terhadap Saksi dan Tim Pemenangan Pemohon di Distrik Sarmi,
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Merujuk pada pertimbangan mahkamah dalam perkara tersebut, 

dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 

2024 yang juga terjadi kecurangan dan proses yang intimidatif, maka 

mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menihilkan 

persolehan suara Paslon Nomor Urut 01, sehingga Perolehan Suara 

menjadi sebagai berikut: 

Basil Perolehan Suara pada Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024 
Dengan dinihilkannya Perolehan Suara Pasion Nomor Urut 1 

No Nam.a Pasangan Calon Perolehan Suara 

1 

2 

3 

Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes dan Jumriati, SH (dinihillkan) 

Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban 6.802 

Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold 
1.353 

Muzakkar, SE 

TENTANG MONEY POLITIK YANG DIBERIKAN SECARA LANGSUNG 
OLEH PASLON 01 DAN TIM PASLON 01 DALAM PEMILIHAN BUPATI 
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024 

5. Bahwa pada tanggal 16 November 2024, pada saat dilakukan acara

Debat kedua Kandidat Calon Bupati dan Wakil bupati kabupaten

Sarmi yang bertempat di Horizon Ultima and Troof, pada Pukul 18.00

WIT, dari dalam mobil, Paslon 01 (Jumriati) bersama Bendahara Tim

Paslon 0 1, memanggil Komeles Arrie Matadoar ke arah mobil terse but,

kemudian Jumriati mempengaruhi Korneles Arrie Matadoar untuk

melepaskan baju Paslon . 02 yang sedang dipakainya dan

menggantinya dengan baju Paslon 01. Setelah itu, Jumriarti

menyuruh Bendahara Tim Paslon 0 1 untuk memberikan uang

sebesar Rp.300.000,- kepada Komeles Arrie Matadoar;

6. Bahwa Tim Pemenangan Paslon 02 (Pemohon) telah melaporkan

perbuatan money politic yang dilakukan oleh Paslon 0 1 Jumriati dan

Tim Pemenangan Paslon 01 tersebut kepada Bawaslu dengan register

pelaporan Nomor 040/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 (Bukti P-8). Akan

tetapi, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu maupun

Gakumdu Kabupaten Sarmi. Selain itu, ada Pihak yang melakukan

intimidasi terhadap Saksi-saksi dalam laporan tersebut, yang diduga

disuruh oleh Suami dari Jumriarti, yang merupakan mantan Ketua

Gakumdu Kabupaten Sarmi. Jikapun laporan tersebut dianggap tidak

cukup bukti, seharusnya Bawaslu dan Gakumdu tetap bisa

menindaklanjutinya, dimana laporan tersebut dijadikan sebagai

bahan temuan awal, kemudian dilakukan pemeriksaan dan/ atau

penyelidikan lebih lanjut oleh Gakumdu Kabupaten Sarmi;
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7. Bahwa di TPS 01, Desa/Kampung Sunum, Distrik Pantai Timur

Paslon 0 1 telah melakukan praktek money politik sebagaimana video

pengakuan dari pe_milih yang berdomisili sesuai dengan KTP dan

terdaftar di DPT, yang pada pokoknya Pemilih sebagai tokoh Pemuda

di desa Sunum sebelum pemilihan telah diberikan uang sebesar

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh TIM Paslon 01, Penerima

juga diberikan tugas untuk mengarahkan warga agar mencoblos

Paslon 01 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sarmi

tahun 2024 (Bukti P-9 "video Saksi tokoh Pemuda di desa Sunum");

8. Bahwa di TPS 01 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tanggal

27 November 2024, Saksi Mandat TIM Paslon 02 menemukan ada

pembagian uang dilingkungan TPS yang diduga dilakukan oleh TIM

Paslon 0 1 kepada warga yang akan memilih se besar RP .100. 000, -

(seratus ribu rupiah);

9. Bahwa Di TPS 03 Desa/ Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tanggal

27 November 2024, Saksi mandat Pemohon menemukan ada

pembagian uang dilingkungan TPS yang diduga dilakukan oleh TIM

Paslon 01 kepada warga yang akan memilih sebesar RP.100.000,

(seratus ribu rupiah);

10. Bahwa TIM Paslon 01 telah melakukan Money Politik di TPS 01

Desa/Kampung Tetom Distrik Bongo sebagaimana Video pengakuan

dari Pemilih yang berdasarkan KTP yang dimilikinya berdomisili di

TPS tersebut (Bukti P-10 "video/rekaman suara Saksi Mandat TIM

Paslon 02 di TPS 01 Desa/Kampung Tetom Distrik Bongo), Pemberian

uang tersebut diberikan H-1 sebelum pencoblosan sebesar

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terhadap kejadian ini sudah

dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan register Laporan

Nomor 030/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 (Bukti P-11);

11. Bahwa TIM Paslon 0 1 telah melakukan Money Politik kepada Pemilih

yang dilakukan sebelum dilakukan pencoblosan sekitar Pukul 07.00

WIT sebesar Rp.200.000,- untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Sarmi;

12. Bahwa TIM Paslon Nomor Satu atas Nama Dayat memberikan Uang

sebesar Rp.200.000,- kepada Mahmud Iryanto yang merupakan

Warga Kampung Gwinjaya Sp. Pada tanggal 25 November 2024 agar

yang bersangkutan memilih Paslon Nomor Urut 1 dalam pemilihan

bupati dan wakil bupati kabupaten sarmi tahun 2024;
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13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Point 1 dan 2 UU 10/2016

tentang Pemilihan Kepala daerah menyatakan:

1. Calon dan/ atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau

memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi

penyelenggara Pemilihan dan/ atau Pemilih

2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai

sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU

Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota

14. Bahwa perlu kiranya kami sampaikan kepada yang mulia Majelis

Hakim Mahkamah Konstitusi, setelah Termohon menetapkan Hasil

rekapitulasi Perolehan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Sarmi, banyak informasi dan keprihatinan yang

disampaikan kepada Pemohon, mengingat maraknya peraktik money

politic yang terjadi pada saat pemilihan. Meskipun demikian, sampai

dengan hari ini Kami masih memverifikasi validitas bukti yang kami

peroleh, termasuk dan tidak terbatas dalam hal adanya dugaan

pemberian 1 unit kendaraan roda empat untuk salah satu Komisioner

Penyelenggara Pemilihan KPU Kabupaten Sarmi;

TENTANG ISU SARA YANG DIHEMBUSKAN KEPADA PEMOHON 

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI 

15. Bahwa perlu juga kami sampaikan dalam permohonan ini kehadapan

Yang Mulia Majelis Hakim, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Sarmi tahun 2024, masih ada pihak-pihak yang

berpikiran sempit dan picik dalam pelaksanaan demokrasi Pemilihan

Kepala Daerah dengan menggunakan isu "SARA" terhadap diri

Pemohon;

16. Bahwa pada saat digelar deklarasi tolak politik uang dan lawan

politisasi SARA oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi, semua Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sepakat untuk mengajak seluruh

elemen masyarakat berkomitmen dalam menolak dan melawan politik

uang serta politisasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)

dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun

2024 sebagaimana termuat dalam pemberitaan media elektronik.

Pada gelaran tersebut, Ketua Bawaslu menyatakan bahwa

"berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP}, ada dua isu yang saat

ini bergejolak yakni politik uang dan politisasi SARA. Di mana

dua isu ini merupakan pusat perhatian Bawaslu, sehingga tidak ada

lagi catatan buruk kembali terjadi seperti ditahun-tahun sebelumnya".
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21. Bahwa Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 1 atas nama Jumriati
merupakan Ketua DPRD Kabupaten Sarmi periode Tahun 2020 -
2025 sebelum akhirnya mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Bupati
Kabupaten Sarmi, sehingga dengan kekuasaan yang dimilikinya
dapat leluasa melakukan Pengesahan terhadap APBD Kabupaten
Sarmi, termasuk dan tidak terbatas pada tanggal 26 November 2024,
melalui mantan ajudannya meminta dilakukan pencairan dana APBD
sebesar 7 Milyar untuk dinas Pemberdayaan masyarakat Desa yang
kemudian dibagikan pada hari itu juga kepada kepala-kepala Desa di
Kabupaten Sarmi;

22. Bahwa pada saat menjabat sebagai Ketua DPRD calon Wakil bupati
kabupaten Sarmi juga telah mengesahkan APBD kabupaten Sarmi
dan Mengusulkan untuk memberikan dana hibah dari APBD untuk
dipergunakan oleh Dandim sebesar 2,5 Milyar, sehingga pada saat
dilakukan kampanye yang memasang spanduk dan baliho Pasangan
Calon Nomor Urut 1 adalah Babinsa yang ada di Kabupaten Sarmi;

TENTANG PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 MELIBATKAN 

PENYELENGGARA PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024 

23. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Pemohon, ketua
Komisioner KPU Kabupaten Sarmi selaku penyelenggara Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sarmi pada Tahun 2024, telah
melakukan pertemuan dengan Dominggus Catue pada tanggal 25
Agustus 2024 Pukul 13.00 s/d Pukul 14.00 WIB bertempat di
Restoran Yogwa Kebun Jeruk Jakarta Selatan;

24. Bahwa JUMRIATI, SH selaku Calon Wakil Bupati pasangan Calon
Nomor Urut 1 Merupakan mantan ketua DPRD Kabupaten Sarmi,
sehingga dengan kedudukannya memiliki hubungan kerja dengan
KPU Kabupaten Sarmi;

25. Bahwa Mantan Ketua GAKUMDU Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan
Umum Anggota legislatif dan Pemilihan Presiden merupakan 2024
merupakan Suami dari JUMRIATI, SH (Calon Wakil Bupati Paslon
Nomor Urut 1 Dalam Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Sarmi)
memiliki hubungan yang erat baik itu dengan KPU maupun dengan
Bawaslu Kabupaten Sarmi;

26. Bahwa Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif yang diduga
dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan diantaranya tidak terbatas
pada:
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a. Pendukung paslon Nomor 2 banyak yang tidak mendapatkan

Surat Pemberitahuan untuk Memilih;

b. KPPS pada hari Pemungutan Suara mengumumkan melalui

Pengeras Suara yang tidak Mendapatkan Surat Pemberitahuan

tidak bisa memilih meskipun tercantum didalam DPT atau

dibeberapa tempat bisa memilih akan tetapi setelah Pukul 13.00

WIT;

c. KPPS tidak pemah melakukan pemeriksaan Terhadap Surat

pemberitahuan sehingga banyak pemilih yang membawa Surat

Pemberitahuan berbeda dengan identitas Kartu Tanda Penduduk

yang dimilikinya, sehingga adanya Mobilisasi Masa yang tidak

tercantum dalam DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Samii;

d. KPPS melakukan Pemungutan Suara Tidak sesuai dengan waktu

yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 1 7 tahun 2024 yakni

dimulai dari Pukul 07.00 WIT sampai dengan Pukul 13.00 WIT,

sehingga banyak Pemilih yang mencoblos lebih dari dua kali dalam

satu TPS;

e. KPPS selalu menolak untuk menunjukan DAFf AR HADIR Pemilih

kepada saksi mandat Paslon Nomor 2; dan

f. KPPS Juga menolak untuk memberikan Form Keberatan dan

C.Hasil Salinan kepada Saksi Mandat Paslon Nomor 2.

27. Bahwa KPPS pada saat pelaksanaan pemilihan sengaja memisahkan

tempat duduk Saksi Paslon Nomor Urut 02 dengan Saksi Paslon

lainnya, dan tidak cukup sampai disana, Saksi mandat Paslon Nomor

Urut 2 dibeberapa tempat TPS, sampai ditarik keluar dari lingkungan

TPS untuk dilakukan interogasi, baik itu oleh KPPS, Pihak

Desa/Kampung dan Panwas TPS. Selain itu, pada saat Saksi Mandat

Paslon 02 meminta dicocokan terlebih dahulu antara surat

pemberitahuan yang dibawa oleh Pemilih dengan Daftar DPT, ketua

KPPS dengan tegas menolak Permintaan tersebut dan tidak

memberikan form keberatan maupun C.Hasil salinan di TPS tersebut;

28. Bahwa Persekusi dan intimidasi bahkan serangan fi.sik bukan hanya

terjadi terhadap Tim Pemenangan Pemohon dan/ a tau Saksi mandat

Pemohon, akan tetapi juga dilakukan langsung terhadap Pemohon,

seperti yang dialami oleh JEMMI ESAU MABAN selaku Calon Wakil

Bupati yang dipaksa Pulang dan harus tidur di rumah oleh Panwas

dan Tim pemenangan Paslon Nomor Urut 1, sedangkan Terhadap

YANNI, S.H.,M.H., M.Sos disuruh pulang oleh ketua KPPS karena

tidak membawa surat pemberitahuan, meskipun tempat TPS terse but

hanya beberapa meter dari rumah kediamannya;

Permolwnan PHPKada (Yanni -Jemmi) I 18



' I 

' I 

29. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024, telah gagal

�elaksanakan sikap independensinya sebagaimana diamanatkan
oleh Undang-undang, bahkan terdapat KPPS yang secara terang

terangan memasang spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di

halaman depan rumah ketua KPPS;

30. Bahwa Pemohon tidak dapat menurunkan semua Saksi mandat di

setiap TPS, mengingat adanya penghadangan dan intimidasi bahkan

serangan fisik terhadap Saksi mandat Pemohon yang diduga
dilakukan oleh warga pendukung Paslon O 1 bersama dengan Aparat

yang ada di Kabupaten Sarmi, meskipun sudah dijelaskan bahwa

Saksi mandat tersebut didatangkan oleh Pemohon untuk menjadi

Saksi mandat di TPS, mengingat Saksi tersebut telah dilatih dan
sudah biasa menjadi Saksi Pemohon dalam pemilihan DPRD Provinsi

Papua. Sehingga, dibeberapa tempat Saksi mandat Pemohon tetap
tidak bisa masuk ke TPS karena ditolak oleh KPPS;

31. Bahwa dengan adanya penghadangan oleh Pendukung Paslon O 1 dan
penolakan dari KPPS, maka Saksi Mandat Pemohon tidak dapat

mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara diseluruh

TPS se-Kabupaten Sarmi. Oleh karena itu, pada saat Rekapitulasi di

tingkat kecamatan, Pemohon telah menyampaikan keberatan atas
pelaksanaan pemilihan tersebut.

32. Bahwa Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang terjadi

sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara Pemohon dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupat:i Kabupaten Sarmi tahun 2024, hal

ini dapat tergambar dalam pelaksanaan pemilihan dan hasil

perolehan suara yang berhasil tergambar oleh Saksi Pemohon yang
bisa sampai di beberapa TPS sebagai berikut:

a. DISTRIK SARMI

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik 

Sarmi telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut: 

No Nam.a Pasangan Calon Perolehan Suara 

1 Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes dan Jumriati, SH. 4002 

2 
Yanni, S.H., M.H., M.Sos., dan Jemmi Esau 

1868 
Mahan 

3 
Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold 

386 
Muzakkar, S.E. 
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No 

1 

2 

3 

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon 

tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan 

intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan 

yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut: 

Bahwa Saksi Mandat Pemohon dari semenjak awal 

pencoblosan sudah meminta untuk melihat Daftar Hadir 

kepada KPPS, akan tetapi tidak diperbolehkan; 

Bahwa Saksi Pemohon sudah menyampaikan agar terhadap 

surat pemberitahuan yang dibawa Pemilih, disandingkan 

dengan KTP dan DPT, sehingga dapat dilakukan 

penyesuaian, akan tetapi ditolak oleh KPPS; 

Bahwa pada saat permintaan tidak dihiraukan oleh KPPS, 

maka Saksi Pemohon meminta form keberatan kepada 

KPPS, akan tetapi ditolak dan tidak diberikan; 

Bahwa Saksi Pemohon mendapatkan intimidasi dari KPPS, 

akan tetapi Panwas TPS mengabaikannya, seakan-akan 

tidak terjadi apapun; 

Bahwa Saksi Mandat Pemohon melihat KPPS membiarkan 

orang yang tidak ada dalam DPT melakukan Pencoblosan; 

Bahwa terhadap kejadian di TPS 02 Desa/KampungAnsudu 

Dua Distrik Pantai Timur sudah dilaporkan kepada Bawaslu 

Ka bu paten Sarmi dengan Nomor Register 

027/LP/PB/KAB/33.14/XJ./2024 Oleh Pelapor Atas Nama 

Yakonias Wabrar dengan saksi Faisal Kaplele (Bukti P-21). 

d. DISTRIK PANTAI BARAT

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik 

Pantai Barat telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut : 

Nam.a Pasangan Caton Perolehan 

Suara 

Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes dan Jumriati, SH 1258 

Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban 348 

Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold 49 

Muzakkar, SE 
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